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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hutan ialah ekosistem yang sama dengan ekosistem lainnya, dan bisa 

dimanfaatkan manusia untuk menyejahterakan hidup manusia itu sendiri. 

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan seharusnya membuat manusia 

terbantu dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana, 

akan tetapi ada pemanfaatan yang berlebihan dan semena-mena, yang 

mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau rusaknya ekosistem hutan, 

misalnya pembalakan tanpa diikuti pemeliharaan, penebangan hutan liar, 

perambahan hutan, perladangan berpindah, pembakaran hutan, pemburuan liar dan 

juga penggunaan hutan untuk keperluan di luar kehutanan secara serakah.1  

Semua proses gerakan di bumi berkomunikasi antar satu dengan yang lain 

termasuk hutan dan manusia. Pada awalnya ketika jumlah manusia masih tergolong 

sedikit, manusia dapat hidup secara harmonis dengan hutan. Hutan dijadikan 

sebagai tempat tinggal dan tempat mencari penghidupan mereka, namun seiring 

dengan bertambahnya jumlah pertumbuhan manusia dan juga berbanding lurus 

dengan perkembangan peradabannya serta kemajuan teknologi, kebutuhan manusia 

akan hutan merubah pola-pola pengelolaan mereka terhadap hutan.2  

 
1 Agus Wiyanto, “Hutan Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya”, (Bogor: Widyaiswara 

Utama, 2022), hlm 3. 
2 Ibid, hlm 8. 
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Sekarang ini manusia sedang berada dalam periode untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan hidupnya melaksanakan pembukaan lahan melalui pembakaran maupun 

penebangan pohon secara liar, terutama dilakukan guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya terhadap kayu dan lahan. Areal lahan tidak dapat dipulihkan kembali 

menjadi hutan karena tidak adanya upaya penanaman kembali dan pemeliharaan 

pada areal bekas penebangan yang dilakukan oleh manusia setelah melakukan 

pembukaan dan penebangan pohon di hutan, sehingga lahan yang dibuka kualitas 

dan hasilnya jauh lebih rendah daripada saat masih berwujud hutan.3 Indonesia 

ialah negara yang sering terjadi penebangan hutan liar, kegiatan penebangan hutan 

secara liar ini menyebabkan kerugian yang sangat besar hingga mencapai 365 dolar 

Amerika Serikat, namun hingga saat ini permasalahan penebangan ilegal ini belum 

bisa terselesaikan.4  

Penebangan hutan secara liar (illegal logging) ialah penebasan, pemasaran, 

hingga pengedaran dengan ilegal atau tanpa izin,sehingga hal tersebut menjadi 

ancaman. Penebangan hutan secara liar membawa dampak buruk bagi lingkungan 

contohnya ialah banjir dan tanah longsor, selain membawa dampak buruk untuk 

lingkungan, penebangan hutan secara ilegal juga dapat menghilangkan hasil hutan, 

misalnya buah pohon atau getah dan lain lain, sehingga dapat merugikan ekonomi 

warga di kawasan hutan tersebut,5 selain terjadi bencana alam, hal ini juga dapat 

menyebabkan turunnya mutu tanah, menyempitnya daerah di kawasan hutan karena 

 
3 Ibid, hlm 12. 
4 https://rimbakita.com/penebangan-liar/, diakses tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 14.06 

WIB. 
5 https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/07/100000569/akibat-penebangan-hutan-

secara-liar, 7 Juni 2021, diakses tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 14.10 WIB. 

https://rimbakita.com/penebangan-liar/
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perambatan dari hutan, dan akibat lainnya seperti berkurangnya fungsi dari biosfer 

untuk menangkap karbon-dioksida yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi 

mengalami penambahan atau pemanasan, sehingga saat ini hutan tidak lagi menjadi 

paru-paru dunia.6  

Indonesia sudah memiliki banyak ketentuan atau aturan yang membahas 

mengenai hukuman serta larangan terhadap orang atas perilaku tidak patuh hukum 

yaitu penebangan pohon secara ilegal, yang ditentukan pada seperangkat aturan di 

Indonesia, pengaturan mengatur tentang penebangan hutan secara liar ialah 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 

kemudian undang-undang yang disahkan tahun 2020 yakni Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang tersebut juga mengatur 

tentang penebangan hutan secara liar. Atas adanya peraturan tersebut sudah diatur 

menyentuh larangan dan juga hukuman terhadap penggarap penebangan ilegal,7 

namun untuk mengenakan sanksi pada pelaku tindak pidana penebangan ilegal 

harus berdasarkan dengan asas hukum pidana.  

Asas transitoir satu dari beberapa asas hukum pidana, yaitu asas hukum pidana 

menetapkan tentang penggunaan hukum jika terdapat perubahan aturan sesudah 

perilaku pidana dilakukan.8 Perubahan yang dimaksud adalah ketentuan perbuatan 

 
6 Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, "Akibat Hukum 

Penebangan Hutan Secara Liar", Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 2 No.1, 2021, hlm 198. 
7 Ibid. 
8 Marco hardianto, “Perubahan Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Kacamata Pasal 1 Ayat (2) KUHP”, Indonesia Criminal Law Review, Vol.1 No. 2, Februari 

2022, hlm 73. 
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yang di ubah maupun kompetensi misalnya ancaman pidana termasuk serta 

ketentuan umum yang nyata mengalami perubahan.9 Dilihat dari ketentuan Pasal 1 

Ayat (2) KUHPidana diterangkan bahwa perubahan dalam ketentuan itu ada pada 

jangka waktu diantara sesudah tindakan diperbuat dengan ketika belum dijatuhkan 

putusan tetap pada pelaku. Saat jangka masa ini seseorang biasa disebut sebagai 

tersangka maupun terdakwa.10 Seperti di paparkan pada KUHP Pasal 1 Ayat 1 yakni 

asas sumber hukum pidana adalah tidak berlaku surut kecuali yang terkandung pada 

Ayat 2 Pasal itu. Pasal 1 ayat 2 menerangkan pada intinya bila aturan mengalami 

perubahan sesudah masa tindakan dilaksankan, maka dipakai aturan yang sanksinya 

paling sedikit untuk terdakwa. Beberapa pendapat mengatakan pasal 1 ayat 2 bukan 

pemisahan melainkan ketentuan yang tersendiri.11  

Permasalahan yang kerap ditemukan oleh sarjana ahli hukum pidana adalah 

bahwa sebagian aturan undang-undang terbaru menguntungkan serta separuh tidak 

menguntungkan pelaku. Pendapat Vos, jika terjadi hal seperti yang disebutkan 

diatas maka secara keseluruhan tiap Undang-undang harus diperbandingkan. Jika 

diantara aturan terdahulu serta terkini hakim tidak bisa menentukan mana yang 

cenderung ringan untuk pelaku, maka mutlak dikembalikan pada ketentuan Pasal 1 

Ayat 1 KUHP, tidak boleh diperkenankan terdakwa yang memilih, dengan 

demikian yang diterapkan adalah Undang-undang yang lama.12 Jika dalam 

 
9 Bryan C. W. Taju, “Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUH Pidana”, 

Lex Privatum, Vol. 4 No 6, 2016, hlm 147-148. 
10 Kevin R. Tampinongkol, “Pengaturan Dan Penerapan Ketentuan Perubahan Undang-

Undang Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 62 K/KR/1972)”, 

Lex Administratum, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm 112. 
11 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 56. 
12 Ibid. 
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perubahan aturan ternyata sanksi yang boleh diberikan malah lebih berat tetapi 

disisi lain deliknya berubah menjadi delik aduan, Undang-undang yang akan 

diterapkan tergantung pada kejadian konkret. Jika pengaduan diajukan berdasarkan 

aturan terkini, sehingga aturan terdahulu yang dipakai sebab lebih menguntungkan. 

Di lain sisi bila tidak masuknya aduan yang dikemukakan, kemudian yang 

diterapkan adalah aturan terkini, karena tuntutan penuntut umum tidak dapat 

diterima jika tidak ada aduan,13 namun untuk menentukan tuntutan penuntut umum 

bisa diterima atau tidak adalah wewenang hakim. 

Hakim merupakan orang yang menciptakan dan menetapkan hukum secara 

hakiki, menjatuhkan putusan, serta menunjuk pihak.14 kepada perkara diajukan 

kepadanya hakim harus mengadili dengan benar, hakim dilarang berkeberatan 

dengan kasus jika belum jelas alasan hukumnya, sehingga hakim wajib mengadili 

perkara tersebut.15 Ada beberapa faktor yang memodernkan putusan hakim. Dikutip 

beberapa pendapat para ahli salah satunya adalah Bambang Sutiyoso serta Sri 

Hastuti Puspitasari, menyatakan ada bagian memodernkan putusan hakim, yakni 

segi eksternal maupun segi internal. Faktor dari luar ialah aspek muncul di luar diri 

hakim , sedangkan faktor internal yang berhubungan dengan diri hakim itu sendiri, 

pendidikan hakim, penerimaan untuk menjadi hakim, dan kesejahteraan hakim. 

Ada banyak faktor internal yang penting salah satunya adalah moralitas pribadi 

 
13 Ibid, hlm 62. 
14 Ikhwani Daudsyah Dan Muhammad Iqbal, “Hakim”, Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi, 

Vol. 15 No 15, 2015, hlm 1. 
15 Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Lex jurnalica, 

Vol. 9 No 3, 2012, hlm 154.  
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hakim.16 Sebagai penegak hukum hakim harus memiliki pribadi yang berempati 

tinggi dan otoritarian yang nantinya akan berpengaruh dalam menjatuhkan putusan. 

Otoritas sangat mempengaruhi kepribadian hakim yang tentunya akan berkaitan 

dengan putusan yang akan dijatuhkan hakim, kesetiaan pada otoritas, agresi 

otoritarian, dan pola pikir konvensionalisme,17 agar putusan hakim dapat menjadi 

adil terhadap warga masyarakat, hakim mutlak pandai mencari serta mengerti nilai 

aturan yang ada pada masyarakat, sebab itu hakim harus menjaga kemandirian dan 

kebebasannya dengan menjalankan aturan dan norma hukum yang berlaku dan 

didasarkan oleh perilaku moral yang tinggi.  

Hakim harus memiliki pengertian menyeluruh pada ilmu hukum dan dalam 

penerapan sistem hukum, oleh sebab itu hakim harus mampu menarik kebelakang 

hukum yang ada dengan memunculkan hukum yang baru untuk menegakkan 

hukum, sebab hakim tidak hanya menjalankan dari hukum yang sudah ada saja.18 

Hakim adalah benteng terakhir dari sebuah penegakan hukum, oleh sebab itu suatu 

negara harus memiliki hakim yang berintegritas tinggi, jujur dan berani, memiliki 

ahlaq yang mulia, dan kapasitas keilmuan tinggi sehingga dapat terwujudnya 

sebuah keadilan.19 

Sama halnya atas kasus yang terjadi di Watansoppeng pada bulan Februari 

tahun 2020, bahwa ada 3 orang yakni Natu, Ario Permadi, dan Sabang, melakukan 

 
16 Jonaedi Efendi, “Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, (Depok: 

Prenadamedia Grup, 2018), hlm 85. 
17 Ibid, hlm 86. 
18 A. Salman Manggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum 

Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 No 2, 2014, hlm 191. 
19 Ibid, hlm 192. 
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perbuatan pidana penebangan hutan secara liar sebanyak kurang lebih 55 pohon 

berjenis Jati yang tumbuh di area hutan tersebut, dengan cara awalnya Natu 

memiliki keinginan untuk melakukan penebangan jati di hutan dengan menyiapkan 

2 unit mesin pemotong kayu miliknya dan dibantu oleh Ario Permadi masuk 

kedalam kawasan hutan kemudian menyeleksi pohon yang layak untuk ditebang 

dan setelah pohon tumbang Ario Permadi dan Sabang mulai mengukur pohon 

sesuai yang diinginkan  agar menjadi balok kayu dan dilakukan bergantian oleh 3 

orang tersebut, mereka melakukan penebangan hutan selama beberapa hari.  

Setelah perbuatan tersebut dilakukan, kemudian di terbitkannya Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pembelaannya 

penasihat hukum Terdakwa mengatakan bahwa penegak hukum harus memahami 

asas transitoir ialah asas yang mengatakan pelaksanaan suatu aturan hukum jika 

ada perubahan undang-undang, kemudian saat terjadi perubahan undang-undang, 

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pidana UU P3H, bahwa 

berdasarkan asas transitoir jika ada ketentuan pidana yang menguntungkan 

terdakwa maka harus dipakai undang-undang yang baru, namun majelis hakim tetap 

menjatuhkan pidana berdasarkan undang-undang yang lama yakni UU P3H dengan 

beberapa pertimbangan hukum hakim yang memperkuat putusan tersebut.20 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk 

mengangkat isu tersebut menjadi sebuah judul skripsi yakni “Penerapan Asas 

 
20 https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan, diakses tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 

20.39 WIB. 
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Transitoir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi 

Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns)” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul yang dirumuskan yaitu Penerapan Asas Transitoir 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 

84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns) maka dapat dirumuskan masalah yakni: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 

penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)? 

2. Bagaimana penerapan asas transitoir terhadap pelaku tindak pidana 

penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns)? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari paparan latar belakang serta rumusan masalah tersebut maka dapat 

ditentukan inti dari penulisan penelitian ini ialah: 

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap 

pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 

84/Pid.B/LH/2020/PN Wns). 

2. Untuk memahami dan menganalisis penerapan asas transitoir terhadap 

pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (Studi Putusan Nomor 

84/Pid.B/LH/2020/PN Wns). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penulisan ini bisa menambah suatu pemahaman khususnya 

tentang hukum pidana serta membuka wawasan dan ilmu penulis di bidang 

hukum pidana yaitu penerapan  asas-asas hukum pidana dalam pemidanaan 

pada pelaku pidana. Hasil penelitian ini penulis berharap agar bisa 

memberikan masukan serta pemikiran yang lebih spesifik pada peningkatan 

ilmu-ilmu hukum spesifiknya hukum pidana pada pengenaan sanksi pada 

pelaku tindak pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyartakat, kesimpulan penulisan ini bisa memperbanyak 

pemahaman, serta memberi informasi tentang pengetahuan dan isu 

hukum yang menjadi persoalan. 

b. Bagi para penegak hukum, kesimpulan penulisan ini bisa di buat 

masukan dalam pelaksanaan aturan pidana pada pelaku tindak 

pidana agar terwujudnya hukum yang adil bagi masyarakat 

Indonesia. 

c. Bagi pemerintah, kesimpulan penulisan ini bisa memberikan 

pemikiran ketika memilih kebijakan serta memberikan solusi ketika 

menghadapi persoalan masyarakat yang ada. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Supaya penelitian tersusun dengan baik penulis menetapkan pembahasan isu 

yang dibahas, landasan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang 
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dikemukakan, dibatasi pada Penerapan Asas Transitoir Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/PN Wns).  

F. Kerangka Teori 

Penulis memakai berbagai jenis teori dalam penulisan yakni teori yang 

menyangkut permasalahan yang diangkat, agar menjawab permasalahan dalam 

penulis menggunakan teori yakni: 

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

Pertimbangan hukum hakim diartikan sebagai sistem yang diterapkan hakim 

dalam memutus putusan bersumber asas legalitas. Pertimbangan hukum hakim 

harus selaras dengan fakta nyata yang terungkap di pengadilan.21 Menurut Lilik 

Mulyadi menyatakan pertimbangan hakim ialah membuktikan unsur-unsur delik 

sudahkah dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga 

pertimbangan terkemuka dengan amar putusan hakim.22 Menyusun dan 

merumuskan pertimbangan hukum dengan pandai, teratur dan dengan tata bahasa 

yang sesuai dengan KBBI. Pertimbangan hukum mutlak tepat disertai kenyataan 

hukum dan pelaksanaan norma hukum, pada hukum positif yurisprudensi hukum 

yang berdasarkan kebiasaan kemudian teori hukum, berisi fakta peristiwa, di 

dasarkan kepada metode dan aspek penafsiran hukum bahkan dalam menyusun 

pendapat atau keterangan yang dijadikan landasan hakim saat menentukan putusan, 

 
21 Moelyatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm 23. 
22 Lilik Mulyadi, “Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek 

pradilan”, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 193. 



11 
 

 
 

penemuan hukum yang relevan juga dapat dilakukan oleh seorang hakim.23 Bagi 

para hakim pertimbangan hukum sangat penting dalam memutus suatu kasus. 

Dalam memutus hukuman hakim patut membuat serta mengusahakan supaya 

hukuman yang diterapkan nanti tidak menimbulkan masalah lagi. Putusan wajib 

selesai serta tanpa mengakibatkan masalah lain, hakim juga menyelesaikan sampai 

selesai pelaksanaan putusan dan tidak berhenti menjatuhkan dengan putusan saja. 

Pertimbangan hakim ialah argumen yang digunakan hakim guna dasar 

pertimbangan sebelum memutus kasus. 

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan 

hukum hakim dikelompokkan menjadi beberapa bagian: 

a. Pertimbangan Yuridis  

a) Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Yang Sesuai 

Pada saat menjatuhkan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan 

paling sedikit dua alat bukti, alat bukti pada Pasal 184 KUHP yang berisi 

kesaksian saksi dan ahli, surat, petunjuk, serta kesaksian. Tujuan dari ketentuan 

ini adalah agar terpenuhi hak seorang atas keadilan kepastian dan kebenaran.  

b) Dasar Hukum 

Hakim memberikan poin pertimbangan terbesarnya pada aturan atau norma 

yang bersifat restoratif .24 

 
23 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara 

Di Pengadilan”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18 No 2, 2017, hlm 48. 
24 Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa”, ( Jakarta, PT .Raja Grafindo, 

2007), hlm 73. 
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b. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan non yuridis diperoleh berdasarkan dasar hidup pelaku, rohani 

serta keadaan pelaku.25 

a) Hal yang bisa meringankan serta memberatkan, hal meringankan, pelaku 

jujur terus terang serta tidak berbelit-belit, pelaku belum pernah terjerat 

kasus, perbuatannya disesali oleh pelaku, dan sopan selama sidang 

berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah kedudukan sebagai pejabat, 

residivis, dan samenloop.26 

c. Teori Menurut Mackenzie dalam Bagir Manan 

ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak 

yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 

 
25 Rusli Muhammad, “Hukum Acara Pidana Konteporer”, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2007), hlm 212. 
26 Afif Falady Al Rasyid dan Bambang Santoso, “Pertimbangan hakim Pengadilan negeri 

surakarta Dalam Mutus Perkara Pesetubuhan Oleh Anak”, Verstek, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm 255-

258. 
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terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan 

pihak tergugat. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan 

terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan 

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana 

bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal 

memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang 

meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan 

tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa. 

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi27 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana. Pendekatan seni yang dipergunakan oleh hakim 

dalampenjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh instink atau intuisi 

daripadapengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala teori 

ini dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, di 

samping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan 

hakim. Akan tetapi, adakalanya keyakinan hakim sangat bersifat subyektif, 

yang hanya didasarkan instink saja sehingga dikhawatirkan akan membuat 

putusan yang sesat. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati dalam 

 
27 Benaya Hendriawan, “Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding 

Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 5, hlm 180. 
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menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan seni dan intuisi semata 

dari hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan 

semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak 

boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi 

suatu perkara yang harus diputuskannya. Dalam praktik persidangan, hakim 

seringkali meminta keterangan dari para ahli hukum yang berkompeten di 

bidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan 

kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan 

yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan sehingga putusan tersebut 

akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di 

persidangan ataupun masyarakat pada umumnya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman28 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, 

hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan 

 
28 Ibid, hlm 181. 
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dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun 

masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya 

secara teori hakim akan lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan 

dalam suatu perkara. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan 

segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, 

kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

6. Teori Kebijaksanaan29 

Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan terhadap rasa cinta 

terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori 

kebijaksanaan ini sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan 

dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula 

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak 

Pidana Korupsi 182 digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan 

terhadap perkara lain pada umumnya. Kebijaksanaan merupakan gabungan 

dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan 

ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang 

 
29 Ibid.  
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luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh 

buruk dalam kehidupannya. 

b) Keyakinan Hakim 

Bahwa keyakinan hakim dapat saja dimasukkan ke dalam alat bukti 

persangkaan hakim dalam perkara pidana, keyakinan hakim dalam 

menjatuhkan kasus haruslah berseumber alat bukti sah, seperti pernyataan 

yang dikemukakan saksi serta bukti-bukti yang diajukan saat persidangan.30 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum ialah telah pastinya hukum sebab adanya kekuasaan yang 

konkrit dari hukum yang berlaku. Kepastian ialah langkah untuk membela para 

pencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang, sehingga orang akan 

mendapatkan apa yang dinginkan dalam kondisi tertentu.31 supaya terwujudnya 

kepastian hukum bagi tiap  individu dengan ditentukannya hukum jika terjadi 

peristiwa konkrit. Hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan berniat 

menertibkan masyarakat, namun sebaliknya warga negara menginginkan manfaat 

dalam penegakan hukum.32 

G. Metode Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah serta landasan yang dikemukakan, maka 

metode penelitian yang dipakai penulis yakni:  

 
30 Jerol Vandrixton Lintogareng, “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan 

Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, Lex Crimen, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm 30.  
31 Mari Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian 

Hukum Melalui Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 1  No. 1, 2019, hlm 14. 
32 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, 

Keadilan Dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta, Vol. 1 No. 59, 2019, hlm 1835. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah analisa yang meliputi sistematika pemikiran dan 

metode tertentu dengan inti agar memahami fenomena hukum, serta menentukan 

solusi dari isu yang muncul.33 Jenis penelitian yang dipakai penulis ialah penelitian 

hukum normatif, maksudnya ialah penelitian hukum yang mengamati bahan 

pustaka maupun data sekunder.34 Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan 

penelitian hukum doktrinal.  Penelitian hukum normatif merupakan memperoleh 

berbagai aturan hukum dengan cara berproses, prinsip-prinsip dalam hukum, 

ataupun pendapat ahli hukum untuk menjawab masalah di masyarakat tentang 

hukum yang tengah menjadi persoalan.35 Pada penelitian hukum normatif, hukum 

dikatakan menjadi yang ditetapkan di ketentuan perundang-undangan atau hukum 

disebut norma dan kaidah yang diartikan sebagai acuan berperilaku masyarakat 

yang dikatakan layak.36 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang diterapkan penulis yakni : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan diartikan strategi yang diaplikasikan secara 

mengamati menyeluruh pengaturan maupun peraturan bersangkutan terhadap 

 
33 Ani Purwati, “Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek”, (Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2020), hlm 3. 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat”, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13. 
35 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta,:Kencana Prenada), 2010, hlm 

35. 
36 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, ( Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118. 
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masalah hukum yang tengah dibahas,37 yang mana dalam penelitian ini akan 

mendalami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, serta pendekatan doktrin dengan mempelajari dan 

memahami buku literatur, makalah-makalah hukum dalam seminar, jurnal 

hukum, dan karya-karya ilmiah lainnya untuk memahami pendapat para ahli. 

b. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus memiliki tujuan untuk memahami kaidah hukum maupun 

norma-norma yang dipakai dalam pelaksanaan hukum. Pendekatan kasus ini 

seringkali digunakan untuk menangani masalah yang telah ada putusan.38 

c. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan untuk menganalisis bahan 

hukum supaya dapat ditemukan isi di dalam istilah hukum. Analisis tersebut 

dilaksanakan guna usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam 

istilah hukum yang diamati.39 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Pada pendekatan ini penulis memakai bahan hukum menjadi acuan utama yaitu: 

a) Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang sudah ditetapkan 

serta berlaku mengikat, sumber bahan hukum primer yang dipakai penulis 

ialah: 

 
37 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. 
38 Johni Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), hlm 321. 
39 Hajar M, “Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh”, (Pekanbaru: 

UIN Suska Riau, 2015), hlm 41. 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.  

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara. 2013/No. 130, 

Tambahan Lembaran Negara No. 5432. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 

Lembaran Negara .2020/No.245, Tambahan Lembaran Negara 

No.6573. 

b) Bahan hukum sekunder, menjelasakan mengenai bahan hukum primer.40 

1. Makalah yang berhubungan. 

2. Literatur yang berhubungan. 

3. Doktrin hukum. 

4. Hasil karya doktrin hukum. 

c) Bahan hukum tersier, yakni penyokong eksternal bahan hukum primer 

maupun sekunder misalnya bausastra, glosarium, serta bahan yang 

bersangkutan atas observasi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan, 

studi kepustakaan ialah teknik mengakumulasi bahan hukum primer, sekunder, 

serta tersier yang bersangkutan terhadap persoalan yang dikemukakan ini, lantas 

dijabarkan berlandaskan teori yang bisa dipakai sebagai panduan,41 selebihnya 

 
40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  ̧(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), hlm 52. 
41 M. Nazir, “Metode Penelitian”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm 27. 
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penulis juga memahami dan mengambil bahan hukum yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan lagi bacaan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bahan 

hukum didapati dari koleksi perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan koleksi 

pribadi penulis.  

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikelompokan akan diuraikan memakai cara kualitatif 

dengan pendekatan preskriftif. Pendekatan preskriptif merupakan suatu penelitian 

yang memiliki tujuan untuk mendapat arahan tentang cara yang mutlak digunakan 

untuk mengatasi isu-isu tertentu.42 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini ialah memakai metode deduktif,  

yakni menangkap intisari dari data bersifat biasa ke data bersifat khusus.43 Pada 

kajian ini yang bersifat umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

kemudian dianalisis khusus berhubungan dengan  Penerapan Asas Transitoir 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns, 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, serta hal yang di jadikan dasar pemikiran hakim dalam 

memutus perkara pada kasus tersebut. 

 

 
42 Soerjono Soekanto, Op, Cit, hlm 15. 
43 Peter Mahmud Marzuki, Op, Cit, hlm 202. 
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